PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 49 TAHUN 2005
TENTANG
UANG KEHCRVATAN BAQ HAKI M
PADA PENGAD LAN T1 NDAK Pl DANA KCRUPSI

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa untuk menjamn profesionalisme Haki m pada Pengadil an Tindak P dana
Korupsi dal am nel aksanakan tugasnya, perlu ditetapkan uang kehornatan bagi
Haki m pada Pengadi | an Ti ndak Pi dana Korupsi dengan Peraturan Presiden;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 Whdang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang-undang Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawai an
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nonor 55, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 3041) sebagai nana telah
di ubah dengan Unhdang-lhdang Nonor 43 Tahun 1999 (Lenbaran Negara
Republ i k Indonesia Tahun 1999 Nonmor 169, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k | ndonesi a Nonor 3890) ;

3. Undang-undang Nonor 14 Tahun 1985 tentang Mihkamah Agung (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nonor 73, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ i k | ndonesi a Nonor 3316) sebagai nana tel ah di ubah dengan
Undang- Uhdang Nonor 5 Tahun 2004 (Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a
Tahun 2004 Nonor 9, Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a Nonor
4359) ;

4, Undang- Uhdang Nonor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Wwm (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nonor 20, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ i k | ndonesi a Nonor 3327) sebagai nana tel ah di ubah dengan
Undang- hdang Nonor 8 Tahun 2004 (Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a
Tahun 2004 Nonor 34, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor 4379) ;

5. Undang- Uhdang Normor 30 Tahun 2002 tentang Komsi Penberant asan Ti ndak
P dana Korupsi (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2002 Noror
137, Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a Nonor 4250);

6. Undang-Uhdang Nonor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehaki man
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 8, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k | ndonesi a Nonor 4358) ;

7. Keput usan Presi den Nonor 89 Tahun 2001 tentang Tunj angan Haki m

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATLRAN PRES DEN TENTANG UANG KEHCRVATAN BAG HAKIM PADA PENGAD LAN
TI NDAK Pl DANA KCRUPS! .

Pasal 1
Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan Haki m pada Pengadil an

Tindak P dana Korupsi adal ah Haki m Karier dan Hakim Ad Hoc yang di angkat
dan ditugaskan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertana,



Ti ngkat Bandi ng, dan Tingkat Kasasi untuk nengadili tindak pidana korupsi
sesuai ket entuan peraturan perundang- undangan yang ber| aku.

Pasal 2

Kepada Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di maksud
dal am Pasal 1, diberikan uang kehornatan setiap bul an.

Pasal 3

Besarnya uang kehormatan bagi Haki m pada Pengadil an Tindak Pidana Korupsi

sebagai nana di naksud dal am Pasal 2 adal ah sebagai beri kut:

a. Haki m pada Pengadilan Tindak P dana Korupsi Tingkat Pertama adal ah
Rp. 10. 000. 000, 00 (sepul uh juta rupiah);

b. Haki m pada Pengadilan Tindak P dana Korupsi Tingkat Banding adal ah
Ro. 12.000. 000, 00 (dua bel as juta rupiah);

C. Haki m pada Pengadi | an Ti ndak P dana Korupsi Tingkat Kasasi adal ah Rp.
14. 000. 000, 00 (enpat bel as juta rupi ah).

Pasal 4

Sel ama nenjabat Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diberikan
fasilitas perunahan, transportasi, dan keamanan yang diatur |ebih |anjut
dengan Keputusan Sekretaris Mihkanah Agung setel ah nendapat perset uj uan
Ment eri  Keuangan.

Pasal 5

Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak P dana Korupsi yang nel aksanakan
perjalanan dinas diberikan biaya transportasi dan akonodasi sesuai
ket ent uan yang berl aku bagi Pegawai Negeri S pil gol ongan I V.

Pasal 6

(1) Hakim pada Pengadi|lan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Hakim
Karier dan nenerima uang kehornmatan berdasarkan Peraturan Presiden
ini, tidak berhak atas Tunjangan Haki m ber dasar kan Keput usan Presi den
Nonor 89 Tahun 2001 tentang Tunj angan Haki m

(2) Haki mpada Pengadi| an Ti ndak P dana Korupsi yang berasal dari pegawai
negeri dan nenerina uang kehornatan berdasarkan Peraturan Presiden
ini, tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural rmaupun
fungsi onal .

Pasal 7

Uang Kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak P dana Korupsi
berdasarkan Peraturan Presiden ini diberikan sejak yang bersangkutan
dilanti k sebagai Haki mpada Pengadi | an Ti ndak P dana Kor upsi .

Pasal 8
Ketentuan | ebi h |anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Peraturan Presiden

ini, ditetapkan oleh Mnteri Keuangan, Sekretaris Mhkamah Agung, dan
Kepal a Badan Kepegawai an Negara, bai k secara bersama-sana naupun secara



sendiri-sendiri sesuai dengan bi dang tugasnya nasi ng- nasi ng.
Pasal 9
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



